
PERATURilN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTt, JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PENAMBAHMI PENYERTAAN MOC'!,L DAERAH
PADA PEFWSAHAAN OAERAH (PO) DHARMA JAYA

DENGAN RAHMAT TUCIAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang
a. bahwa berdasarkar, ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peratur~ 1

Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tenlang PerusGhaan Daerah (PC)
Dharma JClya Oaerah Khusus Ibuh:ota Jakarta, Penambah.Jil
Modal Pcrusahaan DaercJh yang beras31 dari anggaran Daerall
perlu diatuf dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undallg
Nomor 1 Tahull 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal ~'5
Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaal
KellangZln Oaerah, dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Mente"i
Dalam Negeri NomoI" 13 Tahull 2006 tentang Pedorn<: 1

PengeJoJaan KeuangcJn Daerah ~;pbagaimana telah diubah deng,,!l
r.Jeraturan 1\11enteri Dalam Negeri Nomor 59 Ti1hun 200';,
pe:lye,!aan mocial Pemerintah Oaerah ditetapkan dengaIIPerJ[uran Oaerah;

c. bCJhwa beFfasar'kan pertlrnbangan sebagalmana dimaksud
dalam h iruf ",ian hUfUf b, perlu rnembentuk Peraturan Oaerah
tenlang Penainbahan Penyerlaclll Modal Oaerah Pada
F'erusahaan D8erClh (PO) Dharma J3ya;

Mengingat 1
Undang-UncJ<Jllg NOlllar 5 Tahun 1962 ten(ang Perusahaan
Caerah (Lembaran Negara t~epUblik Indonesia Tahun 1962
Nornar 10,

TJ
mbahan Lembaran Negara R'epublik Indonesia

Nomar 2387) sebagaim.:lIla telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 19(;9 (Lembaran Negara Republik Jndonsia
Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Numor 87);

2 Undang-Undang Nomor '1/ T31lUI1 2003 tentilng Keuangarl
Nc~gJra (Lembaran Neg3ra Republik Indonesia Tahun 2003
r'!Olllor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNamar 4286);



,
-,

3 Undang~Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang PerbendGlh;:uaon
NcgClI"a (Lcmbclran Negclr3 Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, TambClh<:ln l.embaran Negara Republik IndonesiQ
Nomor 4355);

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lenlang Pembentukan
PeralurcJ.1l Perundang-unclangan (LembarcJn Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, TambahzlIl Lembclran NegarCl
Republlk Indonesi8 Nomor <1389),

5. Undang-Undang Nomor 32 TiJhull 2004 tentang PemerinlaJ- an
Daerah (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2[04
Nomor -125, TamlJahan Lembaran Negara Republlk Indollbl8
Nomor 4-137) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-UndClng Namor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negcu3 Republik Indonesia Tahun 2008 Nemer 59, TamballJn
Lcmbclr3n Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. UndC:lIlg-Undang Nomor 33 Tailun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintatl Pusat dan Pemerintahan Dc:wrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahall Lembaran Negara Republik tlldonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 29 Ta,'lUn 2007 lentang Pemerintahan
Provinsi OClerah Khusus IbukotJ. Jakarta Sebagai Ibukota NegzlrCl
Kesatuan RepLlbllk Indonesia (Lembaran Negara Republil;
IndonesiiJ Tahun 2007 Nomor 93,Tamballan Lembaran Negara
Republik Indonesia NomoI" 4744);

8. PeratufCl.n Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahclll Lembaran Negar,'
Republik Indonesia Nomor 4576);

9 Per'3t
l
Tan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang

Peng8iol.lan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi;';
Indonesia Ti:1hun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Repliblik lridonesia Nomor 4578),

10. Peralliran Pemerinlah Nomor 6 Tahlln 2006 tenlang
Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah (Lembaran NegariJ
f~epublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembc:nan N·:g.lra Republik Indorlesia NomoI' 4609);

11. PerClturan rvlenteri Dalam Negen NomoI' 13 Tahun 2006lentang
Pedoman l=' en9clolaan Keuangan Daerah sebagaimana tel<lh
dlubah dengan Peraturan Menteri Oi3lam Negeri NomoI' 59
Tahun 2007;
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12. P8raturan Daerah Nomor 5 Tahurl1985 tentang Perusahaan
Oaerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1985 Nomor
7/,),

13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus IbukotJ Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

Oengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

don
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
DAERAH(PD)DHARMAJAYA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENAMBAHAN
PERUSAHAAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi O,Jerah Khusus Ibukota JCl.karta.

2. Pemerintah Provinsi Daemh Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut
Pemerintah Provinsi OKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi
OKI JC1karta sebJgai unsur penyelenggara pemerintahan dael·ah.

3. Gubernur adala~l Kepala OaerClh Pr-ovinsi Oaerah Khusus Ibukota JJkart.J

4. Dewan Perwakilan RClkyJt Dacra~l yang sclanJutnYd disingkZlt DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat D3erah Pr"ovinsi Daerah !<husus lbukota Jakarta.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan asct Daerah dmi kekayaall Daerah
untuk clisertakan sebagai penambahan modal pada Perusahaan DaerClh

6. Perusahaan Oaerah adalah Per"usahaan Daerah (PO) Dharma Jaya Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

(1). Penyertaan Modal Oaerah dimaksudl<an untuk mengembangkan usaha
Perusallaan Oaeratl berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

(2) Penyertaan Modal OClerah bertujuan untuk rnemperoleh manfaat ekonomi, sosial,
dan rneningkatkan pelayan<Jn kepada m3syarakal.

BAB III

PENAMBAHAN P[NYERTAAN MODAL DAERAH

P<Jsal3

(1) Pemerintah Provinsi OKI Jakarta telah rnelakukan Penyertaan Modal Daerah pada
Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dh3nna Jaya Daerah Khusus lbukota
Jakarta dengan modal dasar sebesar Rp 2 800.000.000,- (dU3 mi\iar de\apan
ratLis juta rupiah) yang telah disetorkan sebcsar Rp 2.540.664.639,-.( duCl milim
lima ratLis empat puluh juta enam ratus enam puluh em pat ribu cnam ratlls tiga

puluh sembilan rupiah)

(2). Selain Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Provinsi OKI Jakarta telah melakukan penamballan penyertaan
modal sebesar Rp. 19.161.432.000,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh
satu juta empat ratus tiga pulull dua ribu rupiah) yang dilakukan antara tahun 1992
sampa; dengan tahun 2006 dcngan perincian sebagai berikut :

a. Tahun 1992/1993 sebesar Rp. 3.761.'1-32.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam
puluh satl! juta empat ratus tiga puluh dua ribl! rupiall);

b. T811unl99711998 Sebesar Rp 1.800000000,00 (sotu milrardelapan rolusjula

rupi8h):

c. Tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

d. Tahun 2003/2004 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),

c Tahun 2004/2005 sebcsar Rp. 5000000.000,00 (lima miliar rupiah), dan

f. Tahun ?005/200G sebcs,)I" Rp. 3.000000000,00 (tiga milior rupiah)
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Pasal4

(1). Dalztrll Tahun Anggarall 2010, Pemerintah Dacrah melal\ukan penambahan
Penyertaan Modal Pernerintah kepada Perusahaan Oaera!l Ollarma Jaya sebesar
Rp.15.000.000.000,OO (lima belas miliar rupiah).

(2). Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 5

Peraturan Daerah ini mulai berlakll pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peratllran Daerah
ini dengan penempatannya dalarn Lernbaran Oaerah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota

Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010

GUBERNUH PROV1NS1 OAERAH KHUSUS
IBUI TA JAKARTA,

o

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 0 es em be r 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

1/Ji;;,r
FADJAR PANJAITAN

NIP 195508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 20

,;"
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PENJELASAi\l

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL OAERAH
PAOA PERUSAHAAN OAERAH (PO) DHARMA JAYA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini pacia Ilakekatnya mengatur mengenai Penyertaan
Modal Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dalam rangka penambahan modal pada
Perusahaan Oaerah (i::JD) Dharma Jaya.

Penambahan modal tersebut, selain dimaksudkan untuk mengembangkan L1saha
Perusahaan Daerah berdasarkcm prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, juga
bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

Peng8turdn Penyert831l Modell l:Jemerint,:1h' Provinsi Oaerah Khusus
Ibukola Jal<'3rta daiiJlll Peraturan Daerah ini adetlC1h l'ntuk memenuhi ketentuan
Pnsal 11 ayat (2) Pcraturan Dacmh Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5
Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah (PO) Dharma Jaya Daerah KhusLis
Ibukota Jakarta, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendah8raan Negara, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah, dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentel'i
Dalam Negeri Nomor 13 Tatiun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

II. PASAL OEMI PASAL

Pasal1
Cukup jelas.

Pasal2
Cukup jel8s

Pasal 3
Cukup jelas
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Pase-II 4
Ayat1

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan
Daerah Dharma Jaya sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar
rupiah) untuk dipergunakan pembangunan Gudang Pendingin.

Ayat2
Cukup jelas

Pasal5
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAEFiAH KHUSUS IBUKOTA JAKAR
NOMOR 17

•


